SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 14 ayat (2)

Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;

. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan

kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Bengkulu Utara yang transparan dan
akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu
disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkulu Utara.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015



tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Bdan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 3)

15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun
2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan selanjutnya
disebut Standar Operasional Prosedur adalah ukuran yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang wajib ditaati oleh
pemberi dan/atau penerima layanan.

Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan.

Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
penanaman modal dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Visi Badan adalah “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan
pelayanan perizinan/non perizinan yang prima”.
(2) Misi Badan adalah :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan
perizinan terpadu,;
b. Memperkuat peran kelembagaan dan peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur;
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
Mengembangkan sistem informasi pelayanan yang berbasis
teknologi informasi dan telekomunikasi;
e. Mengembangkan sistem monitoring.

R o

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah agar
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan berjalan efektif
dan efisien sesuai dengan visi dan misi Badan.

(2) Tyujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah sebagai
berikut:

a. Untuk pembakuan tolok ukur yang dipergunakan sebagai acuan
pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;

b. Memberi komitmen atau janji dari pihak Badan selaku penyedia
layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan
yang terbaik; dan

c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada
masyarakat.

Pasal 4

(1) Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan meliputi:
a. jenis perizinan dan Non perizinan ;
b. proses;
C. persyaratan,
d. jangka waktu; dan
e. tarif/biaya
(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2) menjadi pedoman pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
dalam melaksanakan proses penerbitan Izin dan Non Izin.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 27 November 2016

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN
Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 27 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

TRy Borrran

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
Nip.19690423 200212 1 003




